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PENGANTAR

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan
di Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (Nederlundsch-Indie) telah mulai
kurang dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara
langsung mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk
memahami hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang
sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan
kata lain, untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan
suatu syarat bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia
Belanda tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita
dewasa ini banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia
Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul Susunan dan Kedudukan
Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa
Hindia Belanda, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah
hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi
sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum
Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan
sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Namun demikian kiranya uraian buku ini akan menjadi cukup kompleks apabila
kita kaji sejarah hukum itu sejak awal- mulanya. Oleh karena itu sebagai sekedar
pengantar untuk memahami sistem Pemecrintahan dan Peradilan Hindia Belanda
itu, cukup kiranya jika kita membatasi diri pada kondisi tahun 1942, sebagai titik
berat uraian. Mengingat bahwa tahun 1942 merupakan tahun terakhir kekuasaan
Belanda di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Meskipun demikian
latar belakang sejarah sebelum tahun 1942 tidak berarti ditinggalkan sama sekali.
Pertumbuhan sistem Pemerintahan dan Peradilan sebelum tahun 1942 akan tetap
disinggung sejauh hal itu diperlukan guna memperjelas uraian secara keseluruhan.
Selanjutnya pada akhir buku akan diuraikan pula 'kesudahan' sistem pemerintahan
dan peradilan Hindia Belanda itu. Hal ini dianggap perlu untuk menunjukkan letak
simpul sambungannya dengan sistem Pemerintahan dan Peradilan Republik
Indonesia dewasa ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu khususnya para mahasiswa
Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Terutama bagi mereka yang sedang
mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Diharapkan buku ini akan sangat
membantu mereka memahami latar belakang sejarah hukum Indonesia. Lebih
lanjut, buku ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para mahasiswa dan
para peminat Hukum di Indonesia. Mengingat bahwa pembahasan hukum
Indonesia baik privat maupun publik seringkali tidak dapat melepaskan diri dari
latar belakang sejarah hukum itu sendiri. Demikian pula halnya dengan para
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mahasiswa dan peminat Administrasi, khususnya Administrasi Negara. Buku inj
diharapkan dapat membantu mereka. Akhirnya, tentu saja para mahasiswa dan
peminat Sejarah Indonesia. Buku ini tentu membantu sekali.

Dalam pada itu buku ini tidak mungkin tertulis tanpa bantuan pelbagai pihak.
Untuk itu saya berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan saya.

Pertama-tama ucapan terima kasih saya tujukan kepada Prof. R. Subekti, SH
(almarhum) dan Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH. Arahan dan informasi kedua guru
saya itu amat berharga bagi buku ini. Sebagai kenangan atas kedua guru saya itulah,
terutama buku ini saya persembahkan.

Dorongan untuk menulis buku ini juga datang dari rekan-rekan saya di Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, terutama saudara Anne
Syafrina Kurniasari, SH, Sri Rahayu Octoberina, SH, dan Joni Minulyo, SH.
Terima kasih atas dorongan tersebut. Terlebih-lebih kepada saudara Eko
Purwanto, SH, saya amat berterima kasih atas jerih payahnya untuk mengedit buku
ini.

Namun demikian tanggung jawab atas seluruh materi buku ini, khususnya atas
kekurangan serta kelemahan buku ini tetaplah berada pada diri saya pribadi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 1993
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PENGANTAR
EDISIKEDUA

Bukuini saya susun pada nyaris masa akhir Orde Baru, namun substansinya masih
tetap aktual. ]ejak-jejak sejarah kolonial masih tetap tampak jelas, juga sampai ke
Masa Reformasi ini. Namun demikian, terdapat sejumlah perubahan
konstitusional yang mendasar pula. Atas dasar itu, tulisan ini diterbitkan kembali
dengan sejumlah perubahan Pasca Masa Reformasi ini. Perubahan tersebut
terutama pada bagian Penutup.

Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Tristam Moeliono, sebagai
Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah bersedia
memberi Kata Pengantar. Saya juga berterima kasih kepada saudara Budi Prastowo
yang telah mendorong saya untuk menerbitkan tulisan saya tentang Sejarah
Hukum Indonesia ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Unpar
Press, terutama Bobby Sutyo, yang telah bersedia menerbitkan naskah saya ini.

Selamat menengok kembali sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Bandung, Agustus 2018
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SAMBUTAN

gelaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung
(2016_2019) saya menyambut baik penerbitan buku dari Prof. Koerniatmanto
Soetoprawiro yang ditulis sejak 1993. Dengan judul “Susunan dan Kedudukan
Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Dacrah serta Peradilan pada Masa Hindia
Belanda”, penulis hendak menelusuri kembali sejarah ketatanegaraan &
administrasi negara dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Buku ini dapat
disandingkan pula dengan buku lain yang menulis topik yang sama dari sudut
pandang sedikit berbeda, Francien van Aanrooy, De koloniale staat: 1854-1942;
Archief van het Ministerie van Kolonién, diterbitkan Ieiden, Agustus
2014. Terutama bagi ahli sejarah kedua buku ini akan sangat bermanfaat.

Pertanyaannya adalah apakah buku-buku sejarah - bahkan juga tentang sistem
hukum masa lalu - akan sama bermanfaatnya bagi para pengemban hukum
Indonesia kontemporer? Kita harus cermati bahwa Indonesia sudah merdeka sejak
1945 dan sejak itu sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia jauh
berubah untuk melayani masyarakat yang jauh berbeda serta menanggapt situasi
yang radikal berbeda. Bahkan UUD 1945 versi asli yang sekalipun masih
menunjukkan  banyak  kemiripan dengan De Nederlandsch-  Indische
Staatsregeling, 1926 (dan sebelumnya Regerings Reglement atau Het Reglement
op het Beleid der Regeering van Nederlandsch Indié: benevens de
overeenkomstige artikelen van de Grondwet en van de Reglementen of het beleid
der Regeering in de Kolonién Suriname en Curacao 1855) sekarang ini sudah jauh
berbeda sejak mengalami amandemen pasca keruntuhan pemerintahan Orde Baru.

Menengok dan mempelajari masa lalu, kiranya bukanlah sekadar ikhtiar sia-sia
mengenang masa yang tidak akan pernah kembali. Sejarah ditelusuri untuk
mendapatkan pemahaman dan juga membuka wawasan bahwa tersedia ragam
solusi alternatif di masa lalu untuk menghadapi persoalan-persoalan
ketatanegaraan atau tata pemerintahan yang mungkin menunjukkan kemiripan
atau justru perbedaan radikal dengan tantangan zaman kini. Buku ini sebagaimana
diniatkan penulis ditujukan bagi para pemerhati hukum Indonesia yang ingin
memperdalam  akar  sejarah  sistem  tata negara dan  pemerintahan
Indonesia. Bagaimanapun juga — sekalipun sejarah bukanlah proses cvolutif
berkesinambungan — masih dapat ditemukan adanya benang merah antara masa
penjajahan dengan era Indonesia merdeka.

Selamat membaca!
Dekan Fakultas Hukum UNPAR

Tristam P. Moeliono
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PENDAHULUAN

1. SISTEM PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Secara geogratis Clive Day (1972:409) membagi sistem pemerintahan

Hindia Belanda itu ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Pemerintahan Induk di Den Haag, atau yang biasa disebut
Opperbestuur (Pemerintahan Tertinggi);

b. Pemerintahan Kolonial Pusat di Batavia, yang mempunyai fungsi
legislatif dan eksekutif. Pemerintah di Batavia ini menerima
garis-garis besar haluan kolonial (aanmwizingen) yang dirumuskan dan
ditetapkan oleh pihak Opperbestunr di Negeri Belanda. Garis-garis
besar haluan kolonial ini kemudian dioperasionalisasikan dan
selanjutnya dilaksanakan di Hindia Belanda;

c. Pemerintahan di Daerah, yang tersebar di seluruh pelosok Hindia
Belanda, yang melaksanakan peraturan-peraturan
perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya
masing-masing,

Secara yuridis susunan ketatanegaraan seperti tersebut di atas didasarkan
pada pasal 62 - 64 Grondwet 1938'. Pasal 62 Grondwet 1938 mengatur
bahwa Raja memegang kekuasaan Pemerintahan Tertinggi (Opperbestunr)
atas Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao. Adapun Pemerintahan
Umum (ber Algemeen Bestunr) di Hindia Belanda, atas nama Raja
dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal dengan cara yang diatur dengan
wel.

Mengenai pelaksanaan kekuasaan kolonialnya ini Raja setiap tahun
bertanggung jawab kepada Staten-Generaal (parlemen Belanda). Namun
demikian, karena Negeri Belanda itu adalah negara yang menganut
sistem pemerintahan parlementer, maka Raja tidak dapat diganggu gugat
(onschendbaar). Oleh karena itu Minister van Kolonien (Menteri urusan
Jajahan)-lah yang bertanggung jawab kepada Staten-Generaal (pasal 55
Grondwet 1938).

Adapun mengenai masalah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda,
pasal 63 Grondwet 1938 menentukan bahwa masalah tersebut harus diatur
dengan suatu ez, Hal ini dengan ketentuan bahwa pengaturan mengenai

1 Grondwer 1938 merupakan Groudwet Belanda yang terakhir, sesaat sebelum Kemerdckaan
Republik Indonesia.



urusan intern Hindia Belanda diserahkan kepada badan-badan
pemerintahan Hindia Belanda dengan cara yang diatur dengan wet yang
bersangkutan. Akan tetapi pasal 63 Grondwet 1938 ini juga tetap
memberikan kekuasaan-kekuasaan khusus kepada Raja.

Sebagai pelaksanaan pasal 63 Grondwet 1938 itu, berlakulah Wes op de
Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (IS). Secara garis besar, IS memuat
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bab Isi Pasal

1 Gubernur Jenderal dan Raad van Nederlandsch-Indie | 1-2

Il Volksraad 3-80

111 Perundang-undangan 81-100

v Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Masalah | 101-114
Peminjaman Dana

v Departemen Pemerintahan Umum dan Afgemeene | 115-117
Rekenkamer _

VI Pemerintahan Wilayah dan Daerah 118-129

VII | Kekuasaan Kehakiman 130-159

VIII | Penduduk 160-172

IX Agama 173-178

X Pendidikan 179-182

X1 Perdagangan dan Perkapalan 183-185

XII | Pengairan 186
Aturan Penutup 187

2. PILAR-PILAR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
Adapun sistem pemerintahan Hindia Belanda yang dimaksud di sini
adalah sistem pemerintahan dalam arti luas. Berdasarkan skema
Pemerintahan Hindia Belanda seperti yang dibuat oleh Logemann
(1944) seperti yang tampak dalam skema 1, maka sistem pemerintahan
yang dimaksud di sini meliputi susunan Pemerintahan (Pusat), susunan
Pemerintahan di Daerah serta susunan Peradilan Hindia Belanda.
Apabila kita simak bersama skema Pemerintahan Hindia Belanda itu,
tampaklah bahwa terdapat tiga buah pilar yang menopang Pemerintahan
Hindia Belanda (Indische Regering). Ketiga pilar itu adalah:

a. Pilar Administratie,

2 IS ini sebenarnya telah berlaku sejak 1 Januari 1926, sewaktu Grondwet 1922 masih
betlaku.



. Pilar Zelfstandige Gemeenschappen,
c. Pilar Justitie.

. Bagaimana ketiga pilar ini disclenggarakan, uraian pada bab-bab yang
selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci.

SKEMA 1:
Susunan Pemerintahan Hindia Belanda
(menurut Logemann)

[ o]
|
|/ Indische Regenng H Volkeraad ]

E 2 lfstancige
[_ Justite I iy | L Adminiskatie l
G Watecsch | Gedecentraliseerde Indonesische
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1
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| |
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i - Gewestelijke - Groepsgemeensc (Java)
Rt Ressortgn happen
- Plaatselijke - Stadsgemeente
1 Ressorten (Buitengewesten)
- Gemeenten

t : J.H.A. Logemann, College Aantekeningen over het Staatsrechl van
Nederlandsch-Indze, 's Gravenhage: W. van Hoeve, 1947)

PEMBAGIAN WILAYAH HINDIA BELANDA

Untuk dapat memahami sistem pemerintahan pada masa pemerintahan
kolonial Hindia Belanda secara akurat, perlu kita memahami terlebih
dahulu masalah pembagian wilayah di Hindia Belanda itu. Ada beberapa



macam pola yang ada untuk membagi daerah ataupun wilayah Hindia
Belanda itu. Cara pembagian tersebut adalah sebagai berikut: '

a. Pembagian yang bersifat Sraatskundig (Penyelenggaraan
Pemerintahan): ]
Berdasarkan cara pembagian ini, wilayah Hindia Belanda terbagi atas
dua bagian. Bagian yang pertama adalah wilayah yang diperintah oleh
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara langsung. Wilayah ini
biasa disebut sebagai Direct Gebied atau Gouvernementsgebied atau
Rechtstreeks Bestunrd Gebied, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah
Langsung. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Langsung ini
dapat dilihat daftarnya pada Daftar 1, yang terdapat pada bagian
belakang buku ini.

Bagian yang kedua diperintah secara tidak langsung. Wilayah ini biasa
disebut sebagai Indirect Gebied atau Zelfbestunrsgebied atau Landschap
Gebied atau Landschappen, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah
Tidak Langsung. Daerah Tidak Langsung yang meliputi sebagian
besar wilayah Hindia Belanda ini terdiri atas sejumlah Zeffbesturen atau
Swapraja yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendir
(Relfbestunr)  yang bersifat tradisional (asli), namun mengakui
kedaulatan Belanda atas mereka. Sebaliknya pthak Pemerintah Hindia
Belanda tetap mengakui keberadaannya ini. Wilayah mana saja yang
termasuk Daerah Tidak Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada
Daftar 2, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

b. Pembagian yang bersifat Administratief:

Ada dua model pembagian administratif ini. Model yang pertama
adalah model pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura di satu pihak
dengan Tanah Seberang (Buitengewesten atau Outer Provincies) di lain
pihak. Tidak ada pengaturan yuridis yang bersifat eksplisit tentang
model pembagian administratif ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa
dasar pembagian wilayah ini semata-mata berdasarkan ketentuan
yang tidak tertulis (IKleintjes, 1932: 68-69).

Pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura dan Tanah Seberang ini

berpangkal pada kepentingan kolonial Belanda, yaitu:

1) Jawa merupakan tempat pemukiman utama orang Belanda di
Hindia Belanda,

2) Jawa adalah sumber devisa utama bagi Negeri Belanda.



Hal ini tampak jelas dengan berhasilnya program Cultunrstelse/ yang
amat menguntungkan Belanda.

Sementara itu Tanah Seberang, kecuali Residentie Bangka en Billiton
yang merupakan penghasil timah, sering dianggap sebagai pos rugi.
Namun demikian Tanah Seberang ini harus tetap dipertahankan
sebagai satu kesatuan dengan Jawa-Madura. Hal ini mengingat
kepentingan yang lebih bersifat strategis daripada ekonomis.
Terlebih-lebih dalam rangka menghadapi pihak Inggris yang
mempunyai kepentingan yang besar pula di kawasan Asia Tenggara
ini.

Selanjutnya baik di Jawa-Madura maupun di Tanah Seberang terdapat
Daerah Langsung maupun Daerah Tidak Langsung ini. Daerah Tidak
Langsung di Jawa-Madura terkenal dengan sebutan [“orstenlanden.
Daerah ini meliputi daerah Yogyakarta dan Surakarta.

Adapun model pembagian administratif yang kedua adalah
pembagian wilayah Hindia Belanda ke dalam sejumlah Adwinistratief
Ressorten atau yang sekarang dikenal sebagai Wilayah Administratif,
yaitu: Gouvernement, Residentie, Afdeeling, Onderafdeeling, District, dan
Onderdistrict.

c. Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk
(Yuridis-Ketatanegaraan):
Mengacu pada konsepsi dan skema Il.ogemann seperti tersebut di
atas, maka menurut cara pembagian yang terakhir ini Hindia Belanda
terbagi atas sejumlah Daerah Otonom berdasarkan asas
desentralisasi. Baik Daerah Otonom ciptaan Pemerintah IKolonial
Hindia Belanda (Gedecentraliseerde Gebiedsdelen) maupun Daerah
Otonom asli Indonesia (Indonesische Gemeenschappen). Oleh karena itu
uraian tentang hal ini akan dilakukan sekaligus dengan uraian
mengenai asas-asas desentralisasi tersebut.

4. PERISTILAHAN
Dalam uraian-uraian selanjutnya seringkali harus dipergunakan
perisitilahan dalam bahasa Belanda, terutama peristilahan yang
menyangkut nama tempat dan jabatan/lembaga publik. Hal ini terpaksa
dilakukan demi terpeliharanya aspek kepastian ataupun akurasi data.
Sebab, seringkali dijumpai nama jabatan/ lembaga publik maupun nama



Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat,
Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan
pada Masa Hindia Belanda

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerint:
Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) telah mulai
dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara la
mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk me

hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang
Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan kata lain,
untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat
bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda
tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita dewasa ini
banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda.
Setidak-tidaknyasecara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul Susunan dan Kedudukan
Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa
Hindia Belanda, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah
hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi
sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum
Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu
yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.
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